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Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan banyak nikmat sehingga para 
penulis di buku ini dapat menyelesaikan tulisan dengan baik, 
tanpa ada aral yang berarti. Buku ini ini lahir sebagai upaya 
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Jenderal Soedirman untuk ikut memberi 
warna teori dan praktik pada perkembangan administrasi publik 
di era New Normal Indonesia. Covid-19 telah memberi tekanan 
tersendiri bagi banyak kalangan untuk berubah dengan cepat, 
pun hal ini terjadi pada kalangan ilmuwan administrasi publik. 
Covid-19 mengajak hampir semua orang untuk mengubah cara 
hidup, cara belajar, dan cara bekerja. Perubahan yang cepat juga 
terjadi pada konteks kebijakan dan pelayanan publik. 

Buku yang ada di tangan pembaca merupakan upaya untuk 
mengidentifikasi perubahan konsep-konsep administrasi publik 
yang relevan dengan era New Normal. Harapan dari upaya 
mengenali perubahan konsep ini adalah lahirnya peta baru kajian-
kajian administrasi publik. Peta baru kajian administrasi publik 
ini tentu diharapkan juga membuka jalan banyak pengetahuan 
pada area praktis seputar administrasi publik di tanah air. Kajian-
kajian yang ada di buku ini diharapkan juga dapat memperkokoh 
kajian administrasi publik yang lebih berkonsentrasi pada 
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pencapaian keadilan sosial di Indonesia. Hal ini cukup penting karena karakter 
keadilan sosial merupakan karakteristik khas yang ingin diperkuat secara internal 
pada kajian administrasi publik di Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas 
Jenderal Soedirman, serta selaras dengan cita-cita luhur utama perjuangan bangsa 
yang ada pada sila kelima Pancasila. 

Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu  
Bab I tulisan dari Tobirin mendiskusikan konsep filosofis dari administrasi 

publik. Tulisan tentang konsep filosofis dari administrasi publik diletakkan di awal 
agar para pembaca dapat mengikuti perkembangan diskursus administrasi publik 
secara mendasar, dan kemudian dapat memahami administrasi publik dalam konteks 
New Normal. 

Dwiyanto Indiahono pada Bab II memberi ulasan tentang perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi telah membawa 
tuntutan tersendiri bagi kajian kebijakan dan manajemen publik. New Normal telah 
memberikan tekanan lebih cepat dan keras kepada pemangku kepentingan baik 
publik maupun privat untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pengambilan kebijakan yang cepat 
dan tepat sebagaimana yang dituntut publik kepada pemerintah dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan big data. Catatan penting dari bab ini adalah bahwa big data 
sebagai sebuah era baru harus direspons secara baik oleh sistem kebijakan, sehingga 
kebijakan tidak kehilangan fenomena dan adaptif terhadap perubahan. Analis 
kebijakan harus ramah dengan big data, memanfaatkan big data sebagai upaya 
membangun kebijakan berbasis bukti.

Bab III tulisan dari Slamet Rosyadi membawa para pembaca untuk berdiskusi 
tentang dampak pandemi Covid-19 pada praktik governansi di sektor publik. 
Governansi sektor publik semakin mengemuka ketika pemerintah memiliki 
keterbatasan sumber daya ekonomi, dan keterbatasan informasi untuk menghadapi 
era New Normal. Kinerja kebijakan dan pelayanan publik yang harus efisien, 
akuntabel dan partisipatif dalam era New Normal dapat dicapai dengan kerjasama 
pemerintah bersama multi-stakeholder. Hal yang paling penting dalam konteks ini 
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adalah mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat agar tetap survive melalui 
berbagai layanan publik.

Muslih Faozanudin pada Bab IV mendiskusikan lebih lanjut tentang inovasi 
sektor publik sebagai tuntutan kehidupan di masa pandemi dan juga tuntutan 
perkembangan zaman yang telah memasuki era Revolusi Industri (RI) 4.0. 
Karakteristik RI.4.0 yang syarat dengan kemajuan sistem informasi yang didukung 
dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi tantangan berat 
bagi sektor publik. Sektor publik harus melakukan percepatan pengembangan 
inovasi sektor publik. Tulisan pada Bab IV ini mengungkap kompleksitas, dan 
hambatan dalam melakukan inovasi pelayanan publik, serta agenda penelitian di 
bidang inovasi pelayanan publik di masa yang akan datang. 

Kegagalan program-program pemerintah akibat keterbatasan anggaran, sumber 
daya, dan teknologi  harus diminimalisir. Hal inilah yang mendorong lahirnya 
konsep Public-Private Partnership yang menjadi instrumen penting bagi sektor 
publik untuk membiayai dan mengelola infrastruktur dan layanan publik. Berbagai 
konsep terkait dengan Public-Private Partnership ini dibahas secara mendalam 
oleh Denok Kurniasih pada Bab V. Selain membahas tentang latar belakang dan 
perkembangan konsep Public-Private Partnership, tulisan ini juga hendak membuka 
tantangan kepada para peneliti dan akademisi di bidang administrasi publik untuk 
menganalisis lebih dalam berbagai masalah dan solusi bagi berkembangnya konsep 
kemitraan dalam lingkup kajian administrasi publik.

Wahyuningrat pada Bab VI mendiskusikan perubahan yang juga harus dilakukan 
pada kajian manajemen sumber daya manusia sektor publik. Era Pandemi Covid-19 
dan New Normal menekan seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia 
sektor publik mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pemeliharaan hingga pemisahan untuk berubah. Praktik manajemen sumber 
daya manusia sektor publik seperti flexible working arrangement, yang kemudian 
memunculkan istilah bekerja dari kantor (work from office), dan dari rumah (work 
from home) merupakan gejala dari perubahan manajemen sumber daya manusia 
sektor publik di era Covid-19. Tulisan ini memberi tantangan perlunya strategi baru 
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dalam pengembangan kompetensi ASN yang relevan dengan perspektif manajemen 
sumber daya manusia sektor publik pada era New Normal.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat, tetapi 
juga berpengaruh pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan 
pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi Covid-19  ini meliputi banyak 
aspek, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan industri, hingga stimulasi 
pajak. Tulisan Lilis Sri Sulistiani pada Bab VII buku ini selain hendak mengungkapkan 
berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi menurunnya 
pendapatan masyarakat dan negara, sebenarnya juga hendak menyatakan bahwa 
masalah publik memiliki sifat yang saling terkait satu dengan yang lain. Masalah 
pandemi Covid-19 merupakan contoh baik untuk menunjukkan bahwa antar sektor 
publik memiliki hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi.

Program-program pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di 
masyarakat telah menguras anggaran yang amat besar dari kas negara. Oleh karena 
itu, akuntabilitas kebijakan publik atau program pemerintah menjadi penting 
untuk dibahas. Tulisan Hikmah Nuraini pada Bab VIII ini membahas akuntabilitas 
sebagai bentuk pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pada stakeholders agar dapat melihat apa saja 
yang sudah dikerjakan oleh organisasi tersebut. Kehadiran sistem yang menjamin 
penggunaan sumber daya secara konsisten, komitmen dan inovasi dari pimpinan, 
responsivitas, pengawasan, transparansi dan responsibilitas merupakan kunci 
terwujudnya akuntabilitas publik. 

Keluarga merupakan salah satu sasaran kebijakan sosial yang strategis dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keluarga 
merupakan inti dari masyarakat, dimilikinya ketahanan keluarga yang kuat pada 
akhirnya juga akan meningkatkan ketahanan nasional. Dyah Retna Puspita pada 
Bab IX membahas kebijakan pemerintah terkait dengan dengan ketahanan keluarga, 
dan relevansinya membahas kebijakan ketahanan keluarga pada era Covid-19. 
Pemerintah di era Covid-19 ini harus memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam 
penanggulangan kasus-kasus kekerasan domestik yang muncul karena intensitas 
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berkumpul antar-anggota keluarga yang semakin tinggi. Hal ini menjadi penting 
karena kekerasan domestik dapat berdampak jangka panjang tidak saja bagi korban 
melainkan juga kepada anak. Pemerintah perlu melakukan intervensi dengan 
menggalakkan sosialisasi kemitraan gender dalam keluarga melalui berbagai media 
sosial yang ada.

Sukarso pada Bab X mencoba memberi warna sudut pandang tentang evaluasi 
kebijakan publik dari perspektif non-dikotomi politik dan administrasi negara, 
terutama evaluasi kebijakan di era pandemi Covid-19 dan evaluasi kebijakan 
terhadap fenomena pandemi Covid-19. Evaluasi kebijakan di era pandemi dan 
terhadap fenomena pandemi menuntut evaluator memiliki literasi terhadap dunia 
maya. Tanpa literasi tersebut, maka evaluasi kebijakan di era pandemi dan terhadap 
fenomena pandemi menjadi semakin sulit dilakukan. Literasi pada dunia maya 
tersebut meliputi pemahaman tentang software, aplikasi, cloud-data, dan tentu saja 
media sosial yang ada.

Buku yang berada di tangan para pembaca ini merupakan upaya untuk mendorong 
lahirnya penelitian-penelitian dengan tema baru pada kajian administrasi publik di 
era New Normal Indonesia. Upaya ini tentu disadari masih perlu penyempurnaan 
secara berkesinambungan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif amat 
diharapkan. 

Purwokerto, 15 Oktober 2020
Editor
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Abstrak. Bab ini mengulas tentang dampak pandemi Covid-19 pada 2020 yang menghasilkan situasi 

New Normal (Kenormalan Baru) terhadap praktik governansi di sektor publik. Era New Normal 

menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah untuk mengubah cara-cara lama 

menjadi cara-cara baru dalam mengelola krisis sosial dan ekonomi. Berbeda dengan krisis ekonomi 

yang pernah terjadi pada 1990an, krisis yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 tidak saja 

menciptakan krisis finansial tetapi juga krisis sosial di level akar rumput dalam masa yang lebih 

lama. Kelangkaan pengalaman dalam mengelola krisis yang diakibatkan oleh pandemi global telah 

menyebabkan pemerintah berada dalam situasi yang sangat sulit dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan keterbatasan informasi 

dalam mengelola era New Normal mendorong pemerintah untuk lebih efisien, akuntabel dan partisipatif 

dalam mengelola sumber daya publik. Implikasi untuk riset administrasi publik di era New Normal 

sebaiknya difokuskan pada respons pemerintah bersama multistakeholder dalam mengurangi beban 

sosial ekonomi yang dialami masyarakat agar tetap survive melalui berbagai layanan publik.

Kata kunci: Governansi publik, New Normal, krisis keuangan, krisis sosial, pandemi, Covid-19.

A.	 Pendahuluan

Tidak banyak pihak yang menyangka bahwa wabah virus corona atau Covid-19 
berubah status dari endemik menjadi pandemi global. Semula berbagai pihak 
termasuk WHO menduga wabah virus corona hanya terjadi di Wuhan, China. 
Demikian pula Pemerintah Indonesia tidak sampai memprediksi jangkauan penularan 
virus Corona hingga mencapai tanah air. Menariknya, Pemerintah Indonesia justru 

BAB III

GOVERNANSI PUBLIK ERA NEW NORMAL

Slamet Rosyadi
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memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk pengiriman alat pelindung diri 
(APD) yang dibutuhkan oleh rakyat China dan Korea Selatan yang lebih dahulu 
menderita infeksi Covid-19. Ironisnya, hingga akhir Februari 2020 Pemerintah juga 
menepis fakta mengenai adanya warga Indonesia yang terjangkit Covid-19. Baru 
kemudian pada awal Maret 2020, Pemerintah mengangkat juru bicara khusus untuk 
menginformasikan data warga yang terinfeksi Covid-19. 

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak saja merusak sendi-
sendi perekonomian tetapi juga sektor riil. Pemberlakukan kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) memaksa korporasi untuk mengurangi atau bahkan 
menutup kegiatan produksi. PSBB lebih dipilih oleh pemerintah daripada karantina 
kesehatan atau lockdown dengan maksud agar aktivitas ekonomi tidak mengalami 
stagnasi. Protokol kesehatan pun ketat diberlakukan untuk mengurangi penularan 
Covid-19. Namun demikian, gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai dampak 
Covid-19 telah mencapai 3,05 juta jiwa dan jumlah pengangguran mencapai 5,23 
juta jiwa (Tempo, 8 Juni 2020). 

Di sektor pemerintah, penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak 
mengalami penurunan yang signifikan. Hingga semester I-2020, penerimaan sektor 
pajak mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,8 persen dibandingkan periode 
yang sama pada tahun sebelumnya (Detik, 10 Juli 2020). Tentu saja, penurunan 
penerimaan pajak berdampak signifikan terhadap proses keberlanjutan pembangunan. 
Hampir sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk penanganan dampak 
Covid-19 baik terhadap ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Melalui Perpu 
No. 1 Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 Trilyun 
untuk penanganan dampak Covid-19.

Di level pemerintah daerah, fokus kebijakan dan program pemerintah daerah 
juga diarahkan untuk penanganan Covid-19. Praktis berbagai program sosial 
ekonomi maupun pembangunan fisik ditunda sehingga berdampak terhadap 
upaya perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, target-target 
pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah juga terpaksa harus 
direvisi. Pemerintah daerah juga dipaksa untuk bekerja keras dalam menangani 
dampak Covid-19 sekaligus menjaga perekonomian daerah dari jebakan resesi.
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Pandemi Covid-19 diprediksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berlangsung 
dalam beberapa dekade ke depan (Tribun Solo, 2 Agustus 2020). Artinya, dampak 
yang ditimbulkan pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama. Meskipun 
antivirus dapat ditemukan, berdasarkan prediksi WHO pemerintah di berbagai 
penjuru dunia harus bersiap untuk mengantisipasi berbagai krisis dalam jangka 
panjang. 

Pemerintah di era New Normal akan menghadapi sejumlah persoalan 
governansi yang semakin kompleks. Persoalan governansi disini diartikan sebagai 
persoalan manajemen kekuasaan yang dipraktikkan pemerintah bersama pemangku 
kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama (collective goals) dalam menangani 
dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Sejumlah persoalan governansi 
publik yang dapat diidentifikasikan di era New Normal antara lain: (1) akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan dana penanganan Covid-19, (2) partisipasi publik 
dalam implementasi kebijakan PSBB dan protokol kesehatan, (3) daya tanggap 
pemerintah terhadap krisis, (4) kebijakan publik berbasis bukti (evidence), dan (5) 
legitimasi regulasi protokol kesehatan.

B.	 Kerangka Teoritik Governansi Publik

(1)	 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana penanganan 
Covid-19,

Negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang mapan dan jaminan 
kebebasan berpendapat mungkin tidak memiliki problem governansi pengelolaan 
anggaran negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik di 
negara-negara demokrasi telah melembaga dengan baik. Hampir tidak ditemukan 
kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana publik. Korupsi justru 
mengalami penurunan ketika demokrasi berkembang semakin matang (Rock, 2009; 
Kolstad & Wiig, 2011). Di negara-negara yang sistem demokrasinya semakin kuat 
tidak membuka ruang dan intoleransi terhadap praktik penyelewengan anggaran 
negara. Ada kesadaran yang kuat di kalangan penyelenggara negara untuk mengelola 
anggaran publik sesuai dengan regulasi dan perencanaan yang telah ditetapkan. 
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Situasi yang berbeda ditemukan di negara-negara yang baru 10-12 tahun 
mempraktikkan demokrasi (Rock, 2009). Praktik korupsi masih banyak ditemukan 
di negara-negara yang belum mapan demokrasinya. Meskipun pemilu secara reguler 
telah dilaksanaan, kontrol terhadap penyelenggaraan negara masih sangat lemah. 
Ironisnya, korupsi didukung oleh jejaring organisasi informal dan berkembang di 
dalam hubungan organisasi formal (Ganie-Rochman & Achwan, 2016). Artinya, 
proses demokratisasi di Indonesia tidak mampu menghambat kekuatan lama yang 
cenderung korup. 

Persistennya institusi informal yang kontraproduktif terhadap pengembangan 
governansi publik menunjukkan potensi masalah yang besar dalam upaya 
menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Covid-19. Salah 
satu praktik korupsi yang sering ditemukan adalah pengadaan barang (procurement). 
Praktik korupsi di bidang procurement menjadi fenomena di level pemerintah daerah 
(Ganie-Rochman & Achwan, 2016). Modusnya adalah penyalahgunaan anggaran 
dan kewenangan serta kecurangan (fraud). 

Salah satu kunci untuk meminimalisir praktik korupsi di tengah pandemi 
adalah integritas aparat (public integrity). Secara konsep, integritas publik adalah 
kualitas moral perilaku (pejabat) publik dalam proses governansi dan bukan tentang 
isi keputusan dan hasil masyarakat (Hubert, 2018). Secara konsep kelembagaan, 
integritas publik adalah disposisi atau karakter yang kuat dari sebuah institusi, 
melalui bagian-bagiannya yang konstitutif, untuk menyesuaikan dengan tujuan yang 
sah, sepanjang waktu dan keadaan. Dengan demikian, integritas publik dibentuk 
oleh lembaga untuk menghasilkan pejabat-pejabat publik yang memiliki kualitas 
moral yang tinggi.

Integritas publik diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan dalam 
pengadaan barang dan jasa di masa pandemi. Tantangan-tantangan tersebut 
diantaranya adalah (1) pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar di bidang 
layanan kesehatan seperti peralatan kesehatan, ventilator, handsantizer, pelindung 
wajah, dan berbagai layanan untuk kelompok masyarakat yang terinfeksi Covid-19, 
(2) kurangnya kesiapan aparat birokrasi dalam merespon ketersediaan alat pelindung 
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diri, obat, maupun vitamin yang dibutuhan di saat pandemi ketika kebijakan 
lockdown diterapkan secara global, dan (3) pemerintah juga harus mengelola berbagai 
kontrak dengan suppliers kebutuhan APD, vitamin, dan berbagai kebutuhan di 
masa pandemi dengan pedoman kontrak yang jelas sehingga meminimalisir fraud 
(Teracino, 2020). 

Ada 6 (enam) komponen integritas publik yang dapat menjelaskan seberapa 
baik integritas publik di sebuah negara (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2016) sebagai 
berikut.

Pertama, beban administratif (administrative burden). Pelayanan publik yang 
dibebani dengan regulasi yang birokratis dan membutuhkan waktu pelayanan 
yang lama memiliki potensi yang besar sebagai “ladang” korupsi. Oleh karenanya, 
penghapusan prosedur yang cenderung diskriminatif dan peningkatan waktu 
layanan akan dapat meningkatkan integritas aparat negara.

Kedua, penggerak kompetisi. Pengurangan kendala birokrasi dan reformasi 
pelayanan publik merupakan dua faktor penggerak penting yang dapat mengurangi 
korupsi dan membantu dalam menciptakan jalur pelayanan yang benar. Reformasi 
pelayanan publik diarahkan untuk menyederhanakan standar operasional prosedur 
(SOP), pemafaatan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi serta 
kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Ketiga, transparansi anggaran belanja. Untuk meningkatkan transparansi, 
pemerintah harus mempublikasikan anggaran tepat waktu dan mendapatkan 
persetujuan dari parlemen. Semua kontrak yang dilakukan dengan para penyedia 
barang dan jasa harus ditayangkan secara online di dalam web resmi pemerintah. 

Keempat, akuntabilitas sosial. Warga negara diberikan ruang untuk melakukan 
kontrol dan kritik terhadap rencana dan tindakan pemerintah dalam penanganan 
dampak Covid-19. Kebebasan informasi dan jaminan konsititusi terhadap kebebasan 
berpendapat merupakan penentu penting untuk membangun governansi publik 
yang baik. 

Kelima, kebebasan pers. Di negara-negara demokratis, kegiatan jurnalistik 
menjadi sarana untuk mengontrol pemerintah dan juga untuk meningkatkan 
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transparansi tindakan pemerintah. Hanya di negara-negara otoriter, kebebasan 
pers ditekan atau bahkan dibungkam sehingga informasi yang diterima masyarakat 
tidak lagi sesuai dengan fakta. Dengan jurnalisme profesional, praktik korupsi dapat 
ditekan. 

Keenam, independensi peradilan. Dengan lembaga hukum yang independen, 
pihak luar menjadi lebih percaya terhadap pemerintah. Berbagai kasus hukum 
dalam pengadaan barang dan jasa akan dapat diatasi dengan adil melalui peradilan 
yang independen. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
kerja pemerintah.

(2)	 Partisipasi publik dalam implementasi kebijakan PSBB dan protokol 
kesehatan

Partisipasi publik dalam mencegah penularan penyakit Covid-19 sangat 
penting. Tanpa upaya kolektif, maka kebijakan pembatasan sosial maupun protokol 
kesehatan akan sulit diimplementasikan. Ada beberapa bentuk partisipasi publik 
dalam merespon Covid-19 sebagai berikut (Marston, Renedo, & Miles, 2020).

1.	 Investasi dalam produksi bersama, seperti: penggalangan dana untuk staf 
medis, mendorong masyarakat dan pemerintah bekerja sama, membangun 
dialog antar warga, dan terlibat dalam penanganan situasi darurat maupun 
penanganan jangka panjang.

2.	 Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarat, seperti: membangun 
kerjasama dengan dasar keahlian dan jejaring, menggunakan kapasitas warga 
untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

3.	 Komitment terhadap keberagaman melalui pemanfaatan beragam 
pengetahuan dan keahlian, pemanfaatan pendekatan partisipasi sesuai 
konteks, dan pelibatan kelompok marjinal.

4.	 Responsif dan transparan dalam bentuk kepedulian terhadap suara 
masyarakat dan bertindak atas kepentingan masyarakat, kolaborasi untuk 
menilai berbagai hasil terhadap kelompok yang berbeda dan membuat 
perbaikan. 
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Studi yang dilakukan oleh Khongsai et al. (2020) di India menemukan bahwa 
partisipasi publik dalam pengendalian Covid-19 dilakukan melalui 5 “S”, yaitu 
Segragation, Sensitization, Social Fencing, Solidarity, dan Social Service. Segregation 
atau pemisahan pendatang dari komunitasi melalui karantina atau isolasi diri untuk 
mencegah penularan membutuhkan partisipasi pemimpin komunitas.  Sensitization 
menunjukkan bahwa perlunya dukungan dan kesadaran publik untuk menerapkan 
pembatasan sosial, penggunaan masker, dan pembiasaan cuci tangan. Social Fencing 
dalam hal ini adalah partisipasi publik dalam mematuhi larangan berkerumun dan 
tetap tinggal di rumah (stay at home). Solidarity menunjukan dukungan moral dari 
komunitas terhadap anggotanya yang tertular Covid-19. Social Service merupakan 
bentuk partisipasi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan alat pelindung diri 
maupun kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang sedang 
dalam proses karantina. 

Beberapa studi lainnya membuktikan bahwa kepatuhan warga negara (citizen 
compliance) terhadap regulasi mencerminkan kepercayaan publik terhadap 
pemerintah (Wang & Vart, 2007; Widaningrum, 2017). Kepatuhan publik 
menggambarkan sebuah situasi dimana publik memiliki kepercayaan terhadap 
kompetensi pemerintah untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan 
layanan publik. Dengan kata lain, kepercayaan publik dapat menjadi energi yang 
penting dalam menggerakkan partisipasi dan kepatuhan publik terhadap berbagai 
kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Dalam konteks pandemi Covid-19, sumber informasi formal berhubungan 
dengan kepatuhan yang lebih besar (Qazi et al., 2020). Masyarakat yang mendapatkan 
suplai informasi yang memadai dari berbagai institusi formal memiliki kecenderungan 
untuk melakukan perilaku preventif. Kondisi ini dibutuhkan untuk meminimalisir 
penyebaran penularan Covid-19. Dengan demikian, partisipasi publik dalam bentuk 
mematuhi protokol kesehatan dapat ditingkatkan dengan meningkatan kesadaran 
mengenai Covid-19 melalui sumber-sumber informasi yang dipercaya.
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(3) Daya tanggap pemerintah terhadap krisis

Krisis yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis yang 
terjadi di era 1990. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak saja 
mengguncang sektor ekonomi, tetapi juga sektor sosial kemasyarakatan. Dalam 
situasi ini, daya tanggap (responsiveness) pemerintah terhadap krisis multidimensional 
menjadi sangat krusial.

Di negara-negara yang demokratis, pemerintahan yang responsif dan 
bertanggungjawab (responsible) merupakan fungsi dari tuntutan warga negara. Secara 
teoritik, pemerintah yang responsif terhadap tuntutan warga negara maka warga 
negara akan memberikan dukungan yang besar kepada kebijakan pemerintah (Linde 
& Peters, 2020). Dengan hadirnya pemerintah yang responsif dan bertanggung 
jawab, maka pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi 
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,

Dalam konteks New Normal, daya tanggap pemerintah terhadap krisis sosial 
ekonomi yang baru sebagai dampak dari pandemi Covid-19 menjadi ujian apakah 
pemerintah mampu beradaptasi dengan New Normal. Krisis dicirikan dengan 
beberapa situasi yang mengancam perekonomian, sosial kemasyarakatan dan 
jiwa warga negara, mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan 
tersebut, dan mengandung ketidakpastian akibat dampak penularan Covid-19 
berikut berbagai konsekuensi yang ditimbulkan. Meskipun kasus Covid-19 masih 
menunjukkan peningkatan, pemerintah pada awal Juni 2020 menetapkan situasi 
New Normal untuk melakukan adaptasi terhadap dampak sosial ekonomi dari 
Covid-19. Pilihan kebijakan New Normal – meskipun kemudian direvisi dengan 
tatanan baru beradaptasi – merupakan respons pemerintah untuk mengatasi stagnasi 
ekonomi yang berdampak terhadap resesi ekonomi. 

Bagaimana tatanan adaptasi baru atau New Normal ini membentuk daya tanggap 
pemerintah? Pandemi Covid-19 menghasilkan dua krisis, yaitu krisis kesehatan dan 
krisis ekonomi. Dua krisis tersebut menempatkan pemerintah dalam posisi yang 
sangat sulit apalagi negara-negara berkembang tidak didukung dengan fondasi 



58 | Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., & Dr. Dwiyanto Indiahono, M.Si.

ekonomi yang kuat. Ketidakcukupan anggaran negara untuk mendukung kebijakan 
sektor kesehatan dan ekonomi juga menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi 
semakin sempit. 

Menurut ILO (2020), pemerintah di berbagai negara menghadapi krisis ganda: 
pandemi kesehatan dan sosial ekonomi. Untuk itu, respons pemerintah terhadap 
krisis perlu diarahkan untuk menyederhanakan berbagai prosedur dan mekanisme 
pelayanan publik. Penghapusan berbagai persyaratan birokrasi untuk mendapatkan 
layanan perlindungan sosial dan pengobatan menjadi prioritas yang harus diambil 
oleh pemerintah dalam merespon krisis ganda. Pemanfataan teknologi online juga 
direkomendasikan oleh ILO untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses 
berbagai layanan publik di era New Normal. 

Beberapa negara berikut dapat dijadikan contoh tentang bagaimana daya 
tanggap pemerintah di era New Normal (ILO, 2020).
(1)	 China meningkatkan pemanfaatan platform online untuk layanan perlindungan 

sosial (seperti asurasi pengangguran) untuk mengurangi kontak fisik pada saat 
masyarakat mengajukan klaim layanan tersebut.

(2) 	Filipina juga menerapkan layanan online untuk menyederhanakan administrasi 
di semua level pemerintahan sehingga masyarakat mendapatkan layanan 
perlindungan sosial dan pensiun.

(3)	 Australia menerapkan beberapa aturan untuk mempercepat proses klaim layanan 
kesehatan dan asurasi melalui saluran online dan mobile serta memangkas 
berbagai persyaratan untuk mempercepat akses layanan.

(4)	 Kebijakan publik berbasis bukti (evidence)

Pandemi Covid-19 dicirikan dengan ketidakpastian, korban jiwa yang tinggi, 
tekanan waktu dan konflik kepentingan. Situasi ini tentu saja membutuhkan 
pendekatan pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu pendekatan pengambilan 
keputusan yang disarankan di era New Normal adalah pengambilan keputusan 
berbasis bukti (evidence). 
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Isu mengenai pengambilan keputusan berbasis bukti di masa pandemi telah 
menjadi perhatian di kalangan peneliti Administrasi Publik (Yang, 2020). Bukti 
adalah hasil penyelidikan sistematis untuk meningkatkan jumlah pengetahuan (Davis 
et. al., 2000). Bogenschneider dan Corbett (2010) mengidentifikasi tiga kriteria 
bukti yang memenuhi standar pembuat kebijakan untuk kegunaan: (a) kredibilitas 
— kualitas ilmiah yang tinggi dan tidak bias, (b) aksesibilitas — mudah dipahami, 
dan (c) ketepatan waktu — tersedia saat keputusan diambil. Meskipun penerapannya 
tidak mudah, namun pengambilan keputusan berbasis bukti dipandang lebih tepat 
untuk mengatasi dampak-dampak sosial ekonomi dari Covid-19. 

Salah satu pemerintahan yang sukses menerapkan pengambilan keputusan 
berbasis bukti dalam penanganan Covid-19 adalah Jerman. Sejak status penyakit 
Covid-19 menjadi pandemi global, pemerintah Jerman bekerja sama dengan 
ilmuwan dan lembaga penelitian untuk mencegah (prevent), mendeteksi (detect), 
membatasi (contain) dan mengobati (treat). Didukung dengan sistem dan fasilitas 
kesehatan yang memadai serta pelibatan ilmuwan dan pakar epidemiologi, Jerman 
sukses mengendalikan penularan Covid-19. Pada bulan April 2020, Jerman bahkan 
telah melonggarkan pembatasan sosial karena penularan Covid-19 telah sukses 
dikendalikan (Ourworldindata, 2020). 

Di masa New Normal, pola pengambilan keputusan berbasis bukti sudah 
selayaknya mendapatkan prioritas dalam penanganan dampak Covid-19. Kolaborasi 
bersama para pakar dan ilmuwan dari berbagai bidang merupakan cara terbaik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan. 

Untuk menumbuhkan kolaborasi dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif 
(collaborative leadership). Kepemimpinan kolaboratif berfokus pada perilaku 
administrator yang memfasilitasi interaksi yang produktif dan memobilisasi peserta 
jaringan untuk menemukan solusi yang efektif untuk masalah (McGuire & Silvia, 
2009). Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis bukti, kepemimpinan 
kolaboratif dapat memfasilitasi berkembangnya ide-ide, menginspirasi orang untuk 
memobilisasi sumber daya pengetahuan, dan fokus pada masalah dan hasil (Kapucu 
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& Ustun, 2017). Riset juga telah membuktikan bahwa kepemimpinan kolaboratif 
efektif diterapkan dalam penanganan krisis (Kapucu & Ustun, 2017). 

(5)	 Legitimasi regulasi protokol kesehatan.

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola New Normal juga sangat tergantung 
pada legitimasi regulasi protokol kesehatan/PSBB. Pendekatan non-farmasi seperti 
social distancing, penggunaan masker, dan perilaku hidup bersih dan sehat di masa 
New Normal sangat ditentukan oleh kepatuhan warga terhadap PSBB. Survey di 
7 (tujuh) provinsi menunjukkan bahwa kepatuhan warga terhadap regulasi PSBB 
hanya 11,3 persen (Kompas, 23 April 2020). Ketidakpatuhan ini tidak lepas dari 
tidak adanya jaminan dari pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. 
Masyarakat terpaksa melanggar PSBB untuk mencari nafkah keluarga mereka. 
Akibatnya, jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan 
dan telah melebihi rata-rata global (3,79 persen).

Ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dari 
perspektif governansi bersumber dari legitimasi regulasi protokol kesehatan. Secara 
definisi, legitimasi adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi warga 
untuk patuh terhadap undang-undang baru ataupun aturan baru dengan alasan 
bahwa  keyakinan mematuhi dikarenakan setiap orang mematuhi (Khemani, 2020).  
Dengan kata lain, legitimasi adalah kemampuan pemerintah untuk membuat warga 
patuh terhadap berbagai regulasi baru. 

Legitimasi menggambarkan relasi asimetrik antara pemerintah dan warga 
negara. Dalam kondisi demikian, kemampuan pemerintah untuk membuat warga 
patuh sangat tergantung dengan seberapa percaya warga terhadap manfaat regulasi 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi level kepercayaan publik (public 
trust) terhadap pemerintah, maka semakin tinggi level kepatuhan warga terhadap 
instruksi pemerintah. 

Dari perspektif administrasi publik, kekuasaan lembaga administrasi publik 
untuk mengatur untuk kepentingan publik harus selalu didasarkan pada pemberian 
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kewenangan yang sah (Atkinson, 2017). Kewenangan yang sah ini bisa bersumber 
dari 4 (empat) hal, yaitu (1) peran administrator sebagai alat kontrol presiden, 
(2) peran sebagai ahli untuk memecahkan persoalan apolitik, (3) peran sebagai 
implementor perintah konstitusi, dan (4) penyelanggara forum untuk berbagai 
kelompok kepentingan (Seifter, 2014). Dengan demikian, legitimasi administrasi 
publik berhubungan dengan tiga aspek ideal, yaitu: penegakan hukum, kebijakan 
publik yang kuat, dan demokrasi (Arkush, 2012). 

Studi mengenai legitimasi administrasi publik di masa New Normal belum 
banyak dilakukan. Padahal peran legitimasi sangat penting di masa pandemi 
untuk membentuk kepatuhan warga terhadap berbagai regulasi mengenai protokol 
kesehatan. Beberapa faktor yang berperan penting untuk menjelaskan peran 
legitimasi administrator adalah kejelasan manfaat dari tujuan regulasi, polarisasi 
politik di dalam masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Ketiga faktor ini 
perlu mendapatkan perhatian didalam riset governansi publik di masa New Normal. 

C.	 Analisis dan Pembahasan

(1)	 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana penanganan 
Covid-19

Hampir semua negara mengalokasikan angggaran publik yang sangat besar 
untuk mengatasi pandemi Covid-19. Amerika Serikat menganggarkan dana sebesar 
Rp 7.466 triliun atau USD 483 dollar untuk memberikan bantuan usaha kecil, dana 
rumah sakit dan tes virus. Sementara itu, Jerman menyediakan anggaran sebesar 
EUR 400 milyar untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi negaranya. 
Indonesia sendiri melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 menyediakan anggaran sebesar 
Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 dan stimulus ekonomi untuk 
usaha kecil.

Meskipun anggaran penangangan Covid-19 di Indonesia tidak sebesar Amerika 
Serikat dan Jerman, ada potensi masalah akuntabilitas dan transparansi yang 
disoroti oleh beberapa lembaga masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
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mengingatkan pemerintah terkait dengan transparansi data pengadaan barang. Dalam 
situasi darurat harga barang akan melonjak sangat tinggi dan situasi ini berpotensi 
untuk dimanfaatkan oleh oknum dengan modus mark-up harga pengadaan barang 
(Kompas, 14 April 2020). 

Temuan potensi dan praktik penyimpangan lainnya dalam pengelolaan anggaran 
Covid-19 dilaporkan oleh Indonesia Budget Center (Kartikasara, 2020) antara lain:
(1)	 Volume anggaran penanganan Covid-19 di level pusat yang mengalami 

peningkatan belum disertai dengan transparansi rincian penggunaannya. Data 
menunjukkan bahwa awalnya volume anggaran yang disiapkan pada 1 April 
sebesar Rp 405,10 trilyun, meningkat setiap bulannya menjadi Rp 641,17 
trilyun (Mei), Rp. 677,2 trilyun (Juni), dan Rp 695,39 trilyun (Juli). Bila 
pengelolaan anggaran Covid-19 ini tidak akuntabel dan transparan, maka 
potensi penyimpangannya akan sangat tinggi.

(2) 	Volume anggaran penanganan Covid-19 di level daerah mencapai Rp. 71,57 
trilyun. Informasi mengenai sumber dana, pengguna anggaran, dan realisasi 
penggunannya pun belum dirinci secara jelas. Disamping itu, sebagian besar 
pemerintah daerah belum memiliki saluran khusus mengenai Covid-19. 
Dengan situasi seperti ini ditemukan banyak penyimpangan seperti dugaan 
pengurangan bantuan sosial (bansos) oleh RT dan tumpang tindih bansos 
antara pemprov DKI dan Pusat, kasus penyelewengan anggaran Covid-19 di 
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, 
dan Kota Serang Provinsi Banten. Modus penyelewengan anggaran sebagian 
besar adalah penggelembungan (mark-up) harga pengadaan barang. 
Minimnya akuntabiltas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Covid-19 

tidak lepas dari rendahnya integritas aparat dan lembaga publik. Hasil Survei Penilaian 
Integritas (SPI) oleh KPK (2017) menemukan bahwa pengelolaan pengadaan barang 
dan jasa di sektor publik masih diwarnai dengan praktik korupsi. Hal ini disebabkan 
oleh lemahnya pengawasan untuk menjamin praktik akuntabilitas dalam pengelolaan 
anggaran. Disamping itu, transparansi juga masih belum sepenuhnya diterapkan di 
sebagian besar lembaga publik. 
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Integritas pegawai yang diharapkan menjadi kunci bagi pemberantasan korupsi 
juga belum banyak diharapkan. Hasil SPI oleh KPK (2017) justru menemukan 
aparat publik belum bisa melepaskan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan 
kerjanya. Praktik-praktik pungutan liar banyak ditemukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Lemahnya integritas sektor publik tercermin dari transpransi pengelolaan 
anggaran. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah justru masih belum transparan 
dalam pengelolaan anggarannya. Temuan ICW menunjukkan bahwa informasi yang 
dipublikasikan oleh pemerintah melalui Sirup, LPSE dan BNPB masih sangat terlalu 
umum (Rachman, 2020). Sumber informasi yang masih minim tersebut berpotensi 
untuk mendorong terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan anggaran Covid-19. 

Terkuaknya kasus-kasus penggelembungan anggaran maupun pengurangan 
bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan fenomana yang ironis 
dengan kebebasan pers dalam mengontrol pemerintah. Sebagai sebuah negara 
demokrasi, Indonesia membuka ruang yang demikian besar bagi pers untuk 
mendorong transparansi. Namun demikian, kontrol pers ternyata belum mampu 
menekan praktik-praktik korupsi meskipun di masa pandemi Covid-19. Kondisi 
ini menunjukkan masih sulitnya membangun budaya transparansi di sektor publik. 

Riset governansi publik di masa New Normal dapat difokuskan pada praktik 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan (procurement) barang dan jasa untuk 
penanganan Covid-19. Pintu masuk untuk menguji ada tidaknya akuntabilitas dan 
transparansi melalui sumber-sumber informasi yang diterbitkan pemerintah secara 
online. Informasi anggaran yang tidak rinci menjadi indikator penting mengenai 
lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran Covid-19. Informasi 
mengenai anggaran penanganan Covid-19 juga menunjukkan kuat tidaknya 
kapasitas perencanaan organisasi publik. Birokrasi yang menyajikan informasi yang 
rinci kepada publik mencerminkan kesiapan birokrasi dalam merespon hak publik 
untuk mengetahui rencana kerja birokrasi.
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(2)	 Partisipasi publik dalam implementasi kebijakan PSBB dan protokol 
kesehatan 

Upaya untuk mengendalikan New Normal tidak akan banyak berarti tanpa 
partisipasi publik. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan 
pilihan moderat agar tidak membatasi mobilitas warga khususnya di wilayah yang 
berada pada zona hijau (aman). Menurut Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman PSBB, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan 
tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 untuk 
mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Konsekuensinya, untuk menahan 
laju penyebaran infeksi Covid-19 dilakukan penutupan lembaga pendidikan, 
tempat-tempat hiburan, larangan berkerumun, penggunaan masker di tempat 
umum, penyediaan tempat cuci tangan atau handsanitizer, dan menekankan belajar 
dan bekerja dari rumah. 

Dampak pemberlakukan PSBB terhadap ekonomi sangat besar. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemberlakuan PSBB khususnya 
periode April dan Mei memberikan dampak penurunan pertumbuhan ekonomi 
hingga minus 5,32 persen (CBNC, 5 Agustus 2020). Situasi ini tidak lepas dari 
mandegnya hampir semua kegiatan ekonomi akibat larangan berkerumun untuk 
meminimalisir penularan Covid-19. Di sektor ekonomi kreatif, misalnya, pelaku 
industri kreatif yang telah mencapai 18 juta orang pada 2019 terpaksa harus 
menghadapi pemutusan kontrak kerja dan kehilangan sumber pendapatan. Tentunya, 
situasi ini berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja di sektor ekonomi kreatif. 

Sebelum pandemi Covid-19, sebenarnya sektor ekonomi kreatif memiliki 
prospek yang sangat baik dalam menyumbang devisi negara. Sektor ekonomi kreatif 
mengalami peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir sebesar Rp852 miliar 
(2015), Rp894 miliar (2016), dan Rp990,4 miliar (2017) (Okezone, 2017), dan Rp 
1.105 miliar (2018). Dengan adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakukan PSBB, 
sektor ekonomi kreatif khususnya sub sektor film, musik dan seni pertunjukan 
mengalami kemandegan. Demikian pula sub sektor lainnya seperti fashion dan kriya 
juga mengalami kendala produksi dan pemasaran akibat penurunan permintaan 
pasar di masa PSBB. 
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Untuk memulihkan perekonomian di masa pandemi, pemerintah pada awal 
Juni mencanangkan kebijakan New Normal. Untuk mendukung keberlangsungan 
aktivitas bisnis di era New Normal, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 menerbitkan Panduan Pencegahan dan 
Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri. Protokol 
kesehatan juga diberlakukan secara luas tidak hanya di sektor bisnis, sektor sosial 
juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti kewajiban menggunakan 
masker di luar rumah dan melakukan physical distancing untuk meminimalisir 
penularan Covid-19. 

Namun demikian, implementasi protokol kesehatan di era New Normal 
mengalami banyak tantangan. Kedisiplinan dan kepatuhan warga terhadap protokol 
kesehatan menjadi kunci keberhasilan New Normal. Ironisnya, dua faktor kunci 
tersebut tidak mudah untuk dipraktikkan. 

Keberadaan sumber informasi formal dibutuhkan di masa pandemi. Ketiadaan 
pengalaman yang memadai dalam mengelola dampak penularan Covid-19 telah 
membuat banyak pemerintah kesulitan untuk mengatasi Covid-19. Di Indonesia, 
pada awal merebaknya kasus Covid-19, pemerintah berusaha menutupi informasi 
mengenai kasus Covid-19. Meskipun beberapa media telah memberitakan adanya 
korban penularan Covid-19, pemerintah masih terkesan tidak mengakui kasus-
kasus tersebut.  Situasi inilah yang kemudian menunjukkan bahwa pemerintah tidak 
kompeten dalam mengelola sumber informasi publik. Padahal publik seharusnya 
diberikan informasi yang memadai dan terpercaya terkait dengan upaya mencegah 
dan mengendalikan penularan Covid-19 khususnya di era New Normal.

Survei yang dilakukan oleh LIPI menemukan kegagalan penerapan PSBB 
dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang 
sangat minim mengenai PSBB menjadi sebab rendahnya partisipasi masyarakat. 
Sosialisasi mengenai Covid-19, dampak dan penanganannya juga masih sangat 
kurang. Akibatnya, PSBB hanya dimaknai sebagai pembatasan mobilitas penduduk 
(LIPI, 22 Juni 2020). Padahal menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, 
PSBB adalah “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang 
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diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa”. Beberapa kegiatan tertentu yang 
dibatasi meliputi peliburan kegiatan sekolah dan tempat kerja dalam jangka watu 
tertentu, pembatasan kegiatan keagamaan, tempat umum, dan sosial budaya, serta 
pembatasan moda transportasi.

Namun demikian, partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam penanganan 
Covid-19 menunjukkan keberhasilan. Proses pemantauan para pemudik yang akan 
masuk desa dan kearifan lokal melalui program “Jogo Tonggo” (menjaga tetangga) 
telah melibatkan berbagai komponen masyarakat (Kompas, 25 April 2020). Di 
masa New Normal, partisipasi masyarakat untuk meminimalisir sumber-sumber 
penularan dan penanganan dampaknya akan menjadi sangat menentukan. Program 
“Jogo Tonggo” adalah contoh pemberdayaan masyarakat di masa kenormalan 
baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tetangga mereka yang 
terdampak sosial ekonomi dari Covid-19. Oleh karena itu, riset-riset administrasi 
publik dapat difokuskan pada partisipasi dan kemitraan multistakeholder dalam 
mengelola situasi krisis. 

Keterlibatan multistakeholder dalam mengelola situasi krisis penting karena 
pandemi Covid-19 dan dampaknya tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah. 
Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan merupakan hasil 
kerja kolektif dari berbagai pihak. Budaya disiplin masyarakat dibangun oleh 
sistem governansi yang kuat. Kapasitas pemerintah lokal dan peran pemimpin lokal 
menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penyesuaian situasi 
baru.

Perilaku kolaboratif terbukti akan meningkatkan kemampuan adaptasi di 
masa krisis (Pramanik et al., 2015; Pramanik, 2015; Parker et al., 2020). Krisis 
mencerminkan urgensi untuk adaptasi terhadap situasi New Normal. Ketidakpastian 
dan ancaman yang ditimbulkan oleh krisis tidak bisa diatasi dengan cara-cara 
sebelumnya. Dibutuhkan cara-cara inovatif untuk menjawab kebutuhan adaptasi. 
Oleh karenanya, pelibatan berbagai aktor untuk mengelola situasi krisis menjadi 
kunci untuk menemukan berbagai inovasi di masa new normal.
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Riset governansi publik di masa New Normal dapat difokuskan pada upaya-upaya 
kolaboratif seperti yang ditunjukkan dalam studi Huang (2020) yang menyoroti 
kolaborasi pemerintah Taiwan dengan stakeholders lainnya dalam mengendalikan 
penularan Covid-19. Hasilnya, Taiwan dapat menekan angka penularan pada level 
yang rendah dan sukses dalam mengatasi pandemi Covid-19.

(3)	 Daya tanggap pemerintah terhadap krisis 

Untuk menyelamatkan perekonomian dan gelombang pemutusan hubungan 
kerja di berbagai sektor, pada bulan Juni 2020 pemerintah menyiapkan kebijakan 
New Normal atau adaptasi kebiasaan baru. Meskipun penularan Covid-19 belum 
sepenuhnya mampu diatasi oleh pemerintah, ancaman resesi ekonomi mendorong 
pemerintah untuk merespon dampak-dampak yang ditimbulkan akibat resesi 
ekonomi. Selanjutnya, pemerintah memberikan ijin pembukaan aktivitas ekonomi, 
sosial dan kemasyarakatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Namun demikian, di tengah pandemi Covid-19 yang belum tuntas pemerintah 
membuat dua rancangan undang-undang (UU) yang kontroversial yaitu: RUU 
Ciptakerja atau dikenal dengan Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila 
(HIP). Publik memprotes keras kedua RUU tersebut karena dinilai tidak relevan 
dengan urgensi untuk menjawab permasalahan Covid-19. Bahkan publik mengklaim 
bahwa RUU Ciptakerja tidak memberikan perlindungan kepada buruh dan tidak 
sejalan dengan aspirasi buruh (Idntimes, 21 Januari 2020). 

Sebagai sebuah negara demokratis, respons pemerintah yang menuai kontroversi 
menunjukkan realitas yang sarat dengan kontradiksi. Idealnya, pemerintahan yang 
dipilih secara demokratis melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat luas. Ambivalensi yang terjadi di masa pandemi menunjukkan sistem 
demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjawab kepentingan publik.

Namun demikian, di bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memberikan 
tanggapan yang cukup positif. Berbagai bantuan sosial baik dalam bentuk paket 
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bantuan makanan maupun uang disalurkan kepada kelompok masyarakat yang 
menderita secara ekonomi akibat dampak Covid-19.

Respons pemerintah dalam memulihkan perekonomian juga dapat dilihat di 
sektor ekonomi kreatif. Skema kebijakan pemulihan ekonomi kreatif di masa New 
Normal telah diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui 
penerbitan Panduan Protokol Kesehatan di bidang hotel, restoran, dan pelaku usaha 
ekonomi kreatif. Dengan panduan ini diharapkan terbentuk kepercayaan publik 
terhadap industri kreatif di masa pandemi. 

Bantuan pemerintah lainnya kepada pekerja kreatif adalah program kartu 
prakerja. Pandemi Covid-19 telah menunda berbagai kontrak pekerja kreatif yang 
jumlahnya mencapai 189.586 orang. Pekerja film adalah salah satu pekerja kreatif 
yang diusulkan untuk mendapatkan akses kartu prakerja (Kemenparekraf, 2020). 

Tujuan dari kartu prakerja adalah untuk mengurangi angka pengangguran 
melalui pelatihan dan pemberian insentif. Namun demikian, program pelatihan 
yang diselenggarakan secara online menuai sejumlah kontroversi (Kompas, 23 Juni 
2020). Pertama, KPK mempermasalahkan tidak adanya lelang secara terbuka dalam 
merekrut penyedia jasa pelatihan. Demikian pula, kompetensi beberapa pelatihan 
online dinilai tidak sesuai dengan persyaratan. Kondisi ini menurut KPK membuka 
peluang yang besar terhadap praktik korupsi. Kedua, keterlibatan staf khusus 
Jokowi sebagai mitra penyelenggara pelatihan online kartu prakerja. Ketiga, publik 
menilai alokasi Rp5,6 trilyun untuk lembaga mitra kartu prakerja hanya sebagai 
tindakan pemborosan uang negara. Keempat, harga pelatihan yang dinilai terlalu 
mahal, padahal menu pelatihan sejenis dapat ditemukan di laman youtube. Kelima, 
keterlambatan pencairan insentif kartu prakerja sehingga banyak dikeluhkan oleh 
para peserta.

Terus meningkatnya angka orang yang terinfeksi Covid1-9 setiap harinya justru 
menunjukkan lemahnya daya tanggap pemerintah terhadap krisis. Hingga Juli 
2020, jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 137.468 
orang dengan angka kematian sebanyak 6.071 orang. Dengan angka tersebut, kasus 
Covid-19 di Indonesia jauh melampaui China yang hanya sebesar 83.644 orang 
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yang terinfeksi (Kompas, 19 Juli 2020). Bahkan tingkat kematian akibat Covid-19 
di Indoneia mencapai 8,9 %, jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian global 
sebesar 4,8 % (Kompas, 1 April 2020).

Di masa adaptasi kebiasaan baru, fokus pemerintah idealnya adalah mengatasi 
dampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah bisa belajar 
pada pemerintah Wuhan yang sukses menurunkan jumlah kasus Covid-19 melalui 
upaya menghentikan penyebaran virus corona. Setelah mampu menurunkan kasus 
Covid-19, ekonomi Wuhan kembali stabil dan siap memasuki masa New Normal. 

Dari pembahasan di atas, implikasi untuk riset governansi publik era New 
Normal dapat difokuskan pada berbagai respons pemerintah baik di level pusat 
maupun lokal terhadap dampak-dampak sosial ekonomi di masa New Normal. Studi 
yang dilakukan oleh Maher, Hoang dan Hindery (2020) dengan kerangka RISE 
(Resilence, Intention,  Sustain, dan Endurance) dapat dimanfaatkan untuk menguji 
tindakan-tindakan pemerintah dalam menangani krisis Covid-19.

(4)	 Kebijakan publik berbasis bukti (evidence) 

Ketidakpastian dan tekanan waktu yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan 
di era New Normal membutuhkan pendekatan pengambilan keputusan yang 
relevan dan efektif. Resesi ekonomi dan krisis kesehatan yang masih terus berlanjut 
menuntut pemerintah untuk berkolaborasi dengan para ahli di berbagai bidang. 
Konsekuensinya, kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah tidak lagi 
bergantung pada kepentingan politik kelompok tertentu. Pemerintah harus semakin 
transparan dan menggunakan pendekatan ilmiah untuk merasionalisasikan pilihan-
pilihan yang akan diambil. 

Pendekatan pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi pilihan yang 
relevan dalam membantu para pengambil kebijakan di masa yang sarat dengan 
ketidakpastian. Pandemi Covid-19 yang diprediksi akan berlangsung selama 
beberapa dekade memaksa pemerintah untuk lebih mengandalkan data, informasi 
dan bukti ilmiah sebagai bahan pengambilan keputusan. 
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Salah satu negara yang sukses dalam memerangi Covid-19 di Asia adalah Taiwan. 
Ketika Wuhan dilanda oleh penyakit misterius yang menyebabkan kematian dalam 
jumlah besar, pemerintah Taiwan langsung mengambil sikap waspada. Taiwan 
mengirim dua orang dokternya ke Wuhan untuk mengamati secara langsung 
fenomena penyakit misterius tersebut. Dengan pengalaman dalam menangani virus 
SARS, hasil observasi dari Wuhan dijadikan dasar oleh Taiwan untuk melakukan 
tindakan antisipatif.

Pemerintah Taiwan melakukan pelacakan terhadap warga negaranya yang 
berkunjung ke Wuhan. Pelacakan tersebut dilakukan hingga 14 hari ke belakang untuk 
mendeteksi potensi penularan penyakit dari Wuhan. Pemerintah juga mengharuskan 
pihak rumah sakit untuk membuka akses secara terbuka bagi warganya yang 
mengalami gejala demam dan batuk. Setiap penduduk yang mengalami gejala batuk 
dan demam diwajibkan untuk berobat ke rumah sakit. Sebaliknya, bagi penduduk 
sakit yang tidak melaporkan akan dikenakan denda. Demikian pula bagi penimbun 
masker, pemerintah menetapkan denda yang sangat berat. Dengan model governansi 
yang transparan dan berbasis bukti, Taiwan berhasil menjadi model negara yang 
sukses dalam meminimalisir angka penularan dan kematian akibat Covid-19. 

Kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia. Ketika penularan penyakit corona 
sudah menjalar hingga ke beberapa negara, pemerintah terlihat santai dan kurang 
serius dalam merespons masukan para ahli. Pemerintah justru bersikap sangat 
berhati-hati dan cenderung kurang transparan ketika penyakit corona sudah mulai 
menjalar ke berbagai negara. Di mata pemerintahan, alasan transparansi informasi 
mengenai penularan corona tidak dibuka kepada publik karena dikawatirkan akan 
menimbulkan kegaduhan. Namun demikian, yang terjadi justru penularan Covid-19 
menyebar ke berbagai golongan dan wilayah. Pemerintah tidak memiliki waktu 
lagi untuk mengendalikan situasi yang semakin sulit. Krisis kesehatan selanjutnya 
berdampak terhadap perekonomian.  

Pelajaran yang dapat dipetik dari Taiwan adalah pemerintah menggunakan 
pendekatan rasional berbasis bukti dalam mengelola dampak pandemi Covid-19. 
Sebagai sebuah negara demokratis, kebijakan publik di Taiwan berhasil memenuhi 
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kebutuhan masyarakatnya dari ancaman penularan Covid-19. Menariknya, Taiwan 
mengambil sikap yang berbeda dengan WHO terkait penanganan Covid-19 secara 
dini. Misalnya, berbekal pengalaman mengatasi virus SARS, Taiwan membatasi akses 
perjalanan ke luar negeri maupun eksport berbagai alat medis termasuk masker. 
Tindakan pemerintah ini ternyata efektif untuk mengendalikan penyebaran Corona 
di Taiwan (Wang et al., 2020).

Berdasarkan pembahasan  mengenai evidence-based policy, riset governansi publik 
di masa New Normal dapat difokuskan pada proses perumusan kebijakan publik di 
berbagai sektor di masa New Normal. Apakah kebijakan publik dirumuskan dengan 
dasar rasional dan berbasis bukti ataukan lebih bias kepada kepentingan kelompok-
kelompok tertentu menjadi pertanyaan riset yang penting untuk dijawab. Disamping 
itu, perlu juga dilakukan pengujian terhadap infrastruktur kapasitas publik karena 
penanganan dampak pandemi berkaitan erat dengan kapasitas kebijakan publik 
(Yang, 2020; Woo, 2020). Dalam hal ini, perlu diteliti lebih lanjut apakah kebijakan 
publik di masa New Normal didasarkan pada bukti-bukti ilmiah atau lebih didasarkan 
pada pertimbangan-pertimbangan irasional.

(5) Legitimasi regulasi protokol kesehatan

Legitimasi regulasi di masa pandemi merupakan kunci untuk membangun 
disiplin dan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Untuk itu dibutuhkan 
kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi warga negara agar secara sadar 
mematuhi regulasi yang terkait dengan pengendalian Covid-19. 

Peningkatan kasus Covid-19 dan kematiannya merupakan indikator kuat 
lemahnya legitimasi regulasi protokol kesehatan. Di Indonesia, ketidakpatuhan warga 
terhadap protokol kesehatan tidak lepas dari kurang jelasnya informasi mengenai 
Covid-19. Meskipun pemerintah memiliki juru bicara untuk memberikan informasi 
mengenai Covid-19, tingkat kesadaran warga untuk membatasi interaksi yang 
berpotensi terhadap penularan masih sangat rendah. Penelitian juga menunjukkan 
bahwa tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan hanya 35 persen 
(Republika, 30 Juni 2020). 
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Tantangan governansi publik dalam meningkatkan kepatuhan warga terhadap 
protokol kesehatan berhubungan erat dengan kepercayaan publik terhadap 
pemerintah. Survei menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap 
kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 disebabkan oleh tidak konsistennya 
pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Misalnya, pemerintah 
melarang mudik tetapi memberi peluang untuk mereka yang akan pulang kampung. 
Padahal aktivitas pulang kampung juga berpotensi terhadap penularan Covid-19 ke 
berbagai daerah. Contoh lainnya adalah pembukaan bandara di masa mudik lebaran 
yang sebelumnya ditutup dalam rangka membatasi penularan Covid-19 (Viva, 19 
Mei 2020). 

Situasi yang berbeda ditemukan di Norwegia. Di masa pandemi, secara 
keseluruhan tingkat kepercayaan warga negara Norwegia terhadap pemerintahnya 
dalam menangani masalah Covid-19 mengalami peningkatan. Mereka percaya 
kepada pemerintah, pihak rumah sakit, parlemen nasional maupun lokal serta 
perdana menterinya. Peningkatan kepercayaan publik terjadi karena strategi 
komunikasi pemerintah yang efektif. Pemerintah sukses bekerja sama dengan berbagai 
pihak untuk menyampaikan pesan kepada warga negaranya terkait penangangan 
Covid-19. Dengan kolaborasi dan strategi komunikasi ini, pemerintah Norwegia 
mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran warga untuk mematuhi protokol 
kesehatan (Christensen & Lægreid, 2020). 

Berdasarkan pembahasan di atas, riset governansi publik di masa New Normal 
dapat difokuskan pada strategi komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah 
untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. 
Kolaborasi antar lembaga pemerintah di masa pandemi juga penting untuk dikaji 
guna memahami bagaimana mereka mengelola krisis kesehatan (Christensen & 
Lægreid, 2020). 

D.	 Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting tentang model governansi 
publik dalam mengelola krisis kesehatan yang berdampak terhadap krisis ekonomi. 
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Ada lima isu governansi publik yang penting di masa New Normal atau adaptasi 
kebiasaan baru. Pertama, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 
penanganan Covid-19. Kedua,  partisipasi publik dalam implementasi kebijakan 
PSBB dan protokol kesehatan. Ketiga,  daya tanggap pemerintah terhadap krisis. 
Keempat, kebijakan publik berbasis bukti (evidence). Dan kelima, legitimasi regulasi 
protokol kesehatan.

Governansi publik di masa pandemi ditemukan berbeda antara negara maju dan 
berkembang. Negara-negara maju yang sudah mapan sistem demokrasinya tidak 
mengalami persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran 
publik untuk menangani Covid-19. Namun demikian, di negara yang masih tumbuh 
sistem demokrasinya seperti Indonesia, praktik penyimpangan banyak ditemukan. 
Oleh karena itu, pengelolaan anggaran publik untuk pengadaan barang dan jasa 
yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 harus dikelola secara transparan 
dan akuntabel. Implikasi riset goveransi publik dari kasus ini dapat memfokuskan 
pada kapasitas perencanaan dan keterbukaan informasi secara rinci dalam kegiatan 
procurement. 

Partisipasi publik dibutuhkan untuk menghambat penularan Covid-19. Namun 
demikian, dibutuhkan penyediaan sumber-sumber informasi formal dan sosialisasi 
yang intensif mengenai Covid-19 kepada publik. Ironisnya, partisipasi masyarakat 
di Indonesia masih sangat kurang dalam upaya mencegah penularan Covid-19. 
Oleh karena itu, riset governansi publik dapat difokuskan untuk menguji kapasitas 
pemerintah lokal dan pemimpin lokal di masa New Normal. Kolaborasi antar 
stakeholders telah terbukti efektif menekan kasus penularan Covid-19 seperti yang 
terjadi di Taiwan dan Jerman.

Daya tanggap pemerintah terhadap krisis di Indonesia ditemukan lemah 
dalam intervensi pendekatan farmasi, namun kuat dalam intervensi pendekan non-
farmasi. Meningkatnya kasus-kasus penularan Covid-19 mencerminkan lemahnya 
daya tanggap pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Namun demikian, 
pemerintah cukup tanggap dalam merespon dampak ekonomi dari Covid-19 melalui 
bantuan sosial dan kartu prakerja. Hanya saja respons pemerintah di masa pandemi 
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dinilai kurang efektif untuk mengurangi kasus-kasus penularan Covid-19. Implikasi 
dari kasus-kasus ini untuk riset governansi di masa New Normal dapat difokuskan 
pada respons pemerintah di level pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai 
dampak sosial, ekonomi dan kesehatan.

Kebijakan publik di masa pandemi membutuhkan pendekatan berbasis pada 
bukti (evidence). Karakteristik pandemi yang sarat dengan muatan ketidakpastian, 
ancaman jiawa dan tekanan waktu membutuhkan data dan informasi yang akurat 
dan kredibel sebagai basis pengambilan kebijakan publik. Pengalaman Taiwan dalam 
mengatasi Covid-19 secara dini menyediakan pelajaran penting bahwa pemerintah 
yang efektif didukung dengan pendekatan kebijakan publik berbasis bukti. Dari sisi 
riset governansi publik, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kapasitas kebijakan publik 
di masa New Normal, apakah didasari atas pertimbangan bukti atau kepentingan 
ekonomi politik tertentu.

Kepatuhan dan kesadaran warga di masa New Normal ditentukan oleh legitimasi 
regulasi atau kemampuan pemerintah untuk menundukkan warga negara secara 
sukarela melalui berbagai regulasi baru. Peningkatan kasus Covid-19 dan tingkat 
kematiannya disebabkan oleh ketidakpatuhan warga terhadap protokol kesehatan. 
Ketidakpercayan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator utama 
rendahnya legitimasi regulasi terkait Covid-19. Kebijakan publik yang tidak 
konsisten di masa pandemi juga turut melemahkan kepercayaan publik terhadap 
kapasitas pemerintah. Implikasi riset governasi publik di masa New Normal dapat 
difokuskan pada pola strategi komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah 
bersama stakeholders untuk meningkatkan kepatuhan publik terhadap protokol 
kesehatan. 
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